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MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAU

KEPALA BAPPENAS

KEPUTUSAN

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PIMBANGI'NAN NASIONAL,/
KEPAIA BADAN PIRENCANAAN Pf,MBANGUNAN NASIONAL

NOMOk KEP. l8s /M.YPN/O5/2005
TTNTANG

PENUNI.JKAN DELEGASI INDONESIA DALA"M NEGOSI,ASI PROYEK
INDONESIA: MANAGING ilGHER EDIJCAUON
FOR REIEVANCE AND EMCTENCY O-MMRE)

DENGANBANKDUNIA

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PE,MBANGUNAN NASIONAL/
KEPAI-A BADAN PERDNCANAAN PEMBANGTJNAN NASIONAL,

a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa dalam
menghadapi kompetisi global, kualitas pendidikan tinggi perlu
ditingkatkan dan bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan
tinggi, otonomi pengelolaan Wrg,rruan tinggi merupakan
pendekatan yang paling tepat guna memberi keleluasaan bagi
perguruan tinggi dalam mengelola sumber daya;

b. bahwa untuk mewujudkan perguruan tinggi yang otonom
mensyaratkan tanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas
publik sehingga untuk itu diperlukan kebijakan, kerangka hukum
dan perahtran perundangan-u ndangan, serta dukungan sumber
daya finansial yang memadai;

c. bahwa sumber dana Pemerintah tidak mampu memenuhi seluruh
kebutuhan pembiayaan pendidikan tinggi, sehingga diperlukan
dana yangberasal da.'i pinjaman luar negeri;

d. bahwa untuk mendapatkan pinjaman dana sebagaimana dimalsud
pada huruf [c] di atas diperlukan Delegasi Repuplik Indonesia
untuk melakukan negosiasi dengan Bank Dunia dengan susunan
keanggotaan yang mencerminkan instansi terkait;

e. bahwa pejabat yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang
memenuhi persyaratan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya
sebagai Delegasi Republik Indonesia;

l. Kepntusan Presiden Nomor 103 Tahun 2OO7 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Keqa
kmbaga Pemerintahan Non Departemen sebagaiman a telah
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diubah ...
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beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan presiden
I 1 Tahun 2O0S;

Nomor

2. Keputusan presiden Nomor 42 Tahun 2OO2 tentang pedoman
Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan ;;rr;, NeSara
sebagaimana telah diubah dengan Keputusun pr"riJ.i rvo^o" zztahun 2OO4;

3. peraturan presiden Nomor g Tahun 2OOS tentanq Kedudukan.
TuSas, 

lung11 Susunan Organisasi, dan Tata K"4; K;*;;;;
Negara Republik Indonesia;

4. Keputusan bersama Menteri Keuang an d.an Menteri Negaraperencanaan pembangunan Nasionai/Ketua nrpp"nu, ruo.mo.lBS/KMK.I3/1995 dan Nomor Og1/KET/S)iggs t.";;;Tatacara perencanaan, pelaksanaan, penatavsahaan, aaipemantauan pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam 
.rangka

pelaksanaan Anggar n pend,apatandan Belanja Negara.

MEMUTUSIGN:

MenetapKan : KEPIJTUSAN MENTTRI NEGARA PEREN.ANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAI/KEPAI.A BADAN PERINCANAAN TEMBANGUNAN
NASIONAI ITNTANG PEMI}UUKAN DELEGASI RETBIJi
INDONESIA UNTTJK MELAIUKAN MGOSTASI PROYEK INDONESIAI
MANAGING HIGHER EDUCANON FOR RELEVANCE ANDEMCIENCY(I-WfrRE) DENGAN PIHAK BANK DT'NIA.

PERTAMA : Menunjuk Delegasi Republik Indonesia untuk melakukan negosiasiproyek Indonesia: Managing Higher Education For Rereuanie and
Efticiency (I-MHERE) dengan Bank Dunia yang nnununyu uku,
dllaksanakan pada tanggal 12 Mei di Jakarta yang terdiri atas Tim
Delegasi dan Tim Teknis.

KEDUA : Dalam melakukan negosiasi, Delegasi Republik Indonesia harus
berpedoman padabeberapa hal sebagai berikut:

a. Di dalam.melakukan negosiasi, semua pembahasan negosiasi baik
menyangkut aspek teknis, aspek pendanaan, aspek fengelolaanmaupun aspek-aspek lain yang terkait dengan p-y.t f_.-fUHfnf
sebagaimana dimaksud di atas trarus ailumta,. unirt
memberikan keuntungan bagi Negara dan harus mengindarkan
kerugian dan atau potensi kerugian Negara;

b. Rencana desain proyek yang dinegosiasikan harus dan sudah
metnenuhi kriteria-kriteria yang terrcantum dalant Countrypotttblio per.formance Reuiew (CppR) 2OO2 khususnya..ng.nii
Kriteria Kesiapan proyek;

c. Untuk ...
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c. Untuk menjamin kelancaran implementasi proyek, pihak-pihak
yang terkait dengan pelaksanaan proyek terutama pihak
Pemerintah memberikan komitmen ,i"uru formal untuk
menyediakan dana pendamping yang diperlukan pada setiap
tahvn ang&aran.

Susunan keanggotaan Tim Delegasi terdiri atas:

l. Satryo Soemantri Brodjonegoro
Direktur Jenderal pendidikan Tinggi
Deparlemen pendidikan Nasional

2. lrtla Retna Komala
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia
dan Kebudayaan
Kantor Menneg ppN /Bappenas

Sebagai Ketua
merangkap anggota

Sebagai Anggota

3. Prasetijono Widjoyo MJ Sebagai Anggota
Deputi Bidang pendanaan pembangunan
Kantor Menneg ppN /Bappenas

4. Achmad Rochyadi Sebagai Anggota
Dire ktur Jenderal Anggaran dan
Perimbangan Keuangan
Departemen Keuangan

5. Mulia Nasution
DirckturJendera lperbndaharuan 

seba9ai AnSSota

Departemen Keuangan

6. Nina Sardjunani Sebagai Anggota
Direktur Agama dan pendidikan,
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan
Kebudayaan
Kantor Menneg ppN /Bappenas

7. Delthy Simatupang Sebagai Anggota
Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral,
Deputi Bidang pendanaan pembangunan
Kantor Menneg ppN/Bappenas

8. Dharma Bhakti
Direktur pengelo laan pinjaman dan Hlbaht *. t,tffii 

Anssotu

Di rcktorat Jende rul p e rbendahar aan
Deparlemen Keuangan

9' Tommy Ilyas Sebagai Anggota
Sekretaris Direktorat Jenderal pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional

10. Suwarsih ...
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lo.Suwarsih Madya Sebagai Anggota
Kepala Biro Ke{asama Luar Negeri dan Humas
Sekretariat Jenderal Departemen pendidikan Nasional

1 I. Soepeno Djanali Sebagai Anggota
Direktur Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan
DirektoratJenderal pendidikan Tinggi
Depaftemen pendidikan Nasional

KEEMPAT

10. Bambang Budiyono
Tim Penyiapan Proyek I-MHERE

1 1. Emir Hadi Soeganda
Tim Penyiapan Proyek I-MHERE

12. Herman Susanto
Tim Penyiapan proyek I-MHERE

73.Dadang Sudiyarto
Tim Penyiapan Proyek I-MHERE

Susunan keanggotaan Tim Teknis yang bertugas membantu Tim
Delegasi terdiri atas:

1. T. Basarudin
rim penyiapan proyek r-MHERE #;'#;eJ;*"-

2. BagyoY. Mulyodiha{jdjo Sebagai Anggota
Tim Penyiapan proyek I-MHERE

3. Abdul Malik
Tim penyiapan proyek I-MHERE 

Sebagai Anggota

4. Djoko M. Hartono Sebagai Anggota
Tim Penyiapan proyek I-MHERE

5. Kharisun
Tim penyiapan proyek I-MHERE 

Sebagai Anggota

6. Fitri Harto
Direktorat pengelolaan pinj aman danHibrh Lra.sri:;::t 

AnSSota

Direktorat Jende ral petbendaharaan
Departemen Keuangan

7. Biemo W. Sumardi
Tim penyiapan proyek I-MHERE 

Sebagai Anggota

8. Rizal Tamin
Tim penyiapan proyek I-MHERE 

sebagai Anglota

9. Nizam
Tim penyiapan proyek I-MHERE 

Sebagai Anggota

Sebagai Anggota

Sebagai Anggota

Sebagai Anggota

Sebagai Anggota

14. Enurry
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14. Emmy Suparmijatun
Direktorat Agama dan Pendidikan
Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan
Kantor Menneg PPN/Bappenas

1 5. Sri Rahayu
Dircktorat Agama dan Pendidikan
Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan
Kantor Menneg PPN/Bappenas

16.Amich Alhumami
Direklorat Agam a dan Pendidlkan
Deputi Bidang SDM dan Kebtdayaan
Kantor Menneg PPN/Bappenas

KELIIVA

KEENA.M

I(ETUJUH

Tembusa
L Menteri Keuangan
2. Menteri Pendidikan Nasional
3. Menteri Luar Negeri
4. Menteri Sekretaris Negara
5. AnS8ota Delegasi RI

SebaSPi trngge16

Sebagai Anggota

Sebagai Anggota

Delegasi Republik Indonesia bertanggung jawab dan melaporkan
hasil negosiasi Proyek Indonesia: Managing Higher Education tbr
Relevance and Efliciency (I-MHERE) tersebut kepada Menteri Negara
Perencanaan Pembangunan Nasional,/Kepala Badan perencanaan
Pembangunan Nasional.

Segala biaya yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan negosiasi
Proyek Indonesia: Managittg Higher Education for Releuance and
Elfrciency 0-MHERE) dibebankan kepada anggaran masing-masing
instansi terkait.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai
terselesaikannya negosiasi dengan ketentu an apabila di kemudian
hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan
perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Mei 2O0S

MENITRI NEGARA PERINCANAAN PIMBANGLINAN NASIONAL/

-KEPALA 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

DR. SRI MULYANI INDRAWATI

n disampaikan ke da \1h
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